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bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa,

memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial yang

dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial saat ini perlu di tangani melalui
praktek  pekerjaan  sosial yang terencana,terpadu,berkualitas  dan
berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan
sosial;

c. bahwa untuk mengakomodir permasalahan sosial di kelurahan Karang Asam
Ilir perlu menunjuk Petugas Sosial Masyarakat (PSM);

d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar

rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan,

kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk
membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

e. bahwa untuk menunjang kelancaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam
upaya peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (a),(b),(c) dan
huruf (d), maka dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan Lurah.

o

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

5. Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Masyarakat;

6. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Wewenang Urusan Pemerintah , Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang
Standar Praktik Pekerjaan Sosial;

8.  Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/

KUH/ 2002, Tentang Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Pekerja
Sosial Masyarakat ( IPSM ) Tingkat Pusat/ Nasional;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1517);

10 Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial

Departemen Sosial Nomor : 19/ DIR/ IKPTS/ BKS/ IV/ 1988,
Tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
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